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ABSTRAK

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, outsourcing pekerja menjadi menjamur. Bagi pengusaha dalam
rangka efisiensi merasa aman, karena yang bertanggung jawab terhadap buruh
outsource adalah perusahaan jasa pekerja. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 6 ayat
(2) poin a bahwa antara perusahaan jasa pekerja harus ada hubungan kerja dengan
buruh yang ditempatkan pada perusahaan pengguna. Sementara Pasal 1 butir 15
menyatakan bahwa hubungan kerjanya bukan dengan perusahaan jasa pekerja
melainkan dengan perusahaan pengguna. Kedua pasal ini menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi pengusaha dan buruh, apalagi buruh outsourcing. Hal
ini berarti secara tidak langsung, pemerintah melegalkan bukan sekedar
perbudakan modern melainkan juga termasuk human-trafficking.

Dalam hukum Islam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja harus
didasari prinsip keadilan dan tidak saling merugikan. Islam dengan ajaran-
ajarannya juga memberi batasan yang jelas mengenai perjanjian kerja ini. Oleh
karena itu, penyusun tertarik mengkaji outsourching ditinjau dari perspektif UU
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Melalui studi
perbandingan ini diharapkan akan terungkap aspek persamaan dan perbedaannya.

Jenis penelitian ini adalah [library research dan bersifat deskriptif.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Data yang
terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif. Dengan
logika komparatif berusaha memperbandingkan outsourcing dan implementasinya
di Indonesia menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum
Islam yang dijadikan landasan dan kaidah hukum.

Kesimpulan yang penyusun peroleh adalah bahwa perjanjian kerja
outsourcing dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan
ajaran-ajaran yang terdapat dalam hukum Islam. Namun demikian, terdapat
beberapa unsur yang perlu diperhatikan mengenai ketentuan aturan-aturan sistem
perjanjian kerja, antara lain: Pertama, Kecakapan hukum dalam Islam salah satu
kriterianya, yaitu harus telah berakal baligh. Sedangkan dalam undang-undang
salah satu syarat dilaksanakannya perjanjian kerja tersebut tidak diatur. Kedua,
Perjanjian kerja dalam hukum Islam lebih menekankan pada sistem ekonomi
Islam, dalam undang-undang Ketenagakerjaan lebih menekankan pada ekonomi
kapitalis. Ketiga, Perjanjian kerja dalam hukum Islam tidak hanya mengatur
antara pengusaha dan pekerja/buruh saja, akan tetapi lebih dari itu haruslah sesuai
dengan ketentuan syari>. Dengan kata lain, bekerja dalam Islam bisa menjadi
suatu Ibadah, bisa juga mengarah kepada hal yang menjadi perbuatan dosa
(maksiat). Seperti mendapatkan barang riba yang memang hukumnya haram
mutlak dalam Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi

Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini

menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148
1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
) alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
-« ba’ b Be
< ta’ t Te
& sa’ $ Es (titik di atas)
z jim ] Je
c ha h} Ha (titik di bawah)
t kha kh Ka dan ha
3 dal d De
3 zal V/ Zet (titik di atas)
B ra’ r Er
B) zai z Zet
o sin s Es
o syin sy Es dan Ye
ua sad s} Es (titik di bawah)
™) dad d} De (titik di bawah)
N ta t} Te (titik di bawah)
By za z} Zet (titik di bawah)
¢ ‘ain Ve Koma terbalik (di atas)
'& gain g Ge
_a fa’ f Ef
k) qaf q Qi
Jl kaf k Ka
Jd lam 1 El
a mim m Em
O nun n En
P wau We
5 ha’ h Ha
e hamzah T Aprostrof
) ya y Ye




B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
Kasrah i i
s Dammah u u
Contoh:
X kataba
}53 - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
s Fathah dan ya’ ai adani
}’ Fathah dan waw au adanu
Contoh:
G kaifa
Js - haula
C. Maddah
Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf tanda
Sewe o Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas
Geveree Kasrah dan ya’ 1 idan garis di atas
Seveeee Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh
Jaé - qala
LFAJ - rama
Ja - qila

Jsu - yaqiilu



D. Ta’. Marbiutah

1.

Ta’ marbutah hidup.
Ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah /t/.
Contoh:
Jila Y145 - raudatul atfal
Ta’ marbttah mati.
Ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukiin, transliterasinya
adalah /h/
Contoh:
dall. - talhah
Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta’ marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
Ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah.
Contoh:
Srg) - rabbana
J - nazzala
A0 - albirr

F. Kata Sandang

1.

2.

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh:

da ar-rajulu

&l - agy-syamsu

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah
Kata sandang yang diikuti huruf gqamariyyah ditransliterasikan

sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula
dengan bunyinya.
Contoh:



}Q-GJ,J-:’H - al-badi‘u
JYY - al-jalalu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
u}fa\-’“ - ta’khuzuna

2o

& on - syai’un

H. Penulisan Kata

I.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
Ol A e 1 A &)y - Wa innallaha lahuwa Khairurrazigin

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh:

ey ¥ %34 W -Wa ma Muhammadun illa rasiil
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu undang-undang ynag mengatur mengenai perjanjian kerja
di Indonesia, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di
dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi
karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.' Namun
dalam pelaksanaannya aturan mengenai perjanjian kerja tersebut menghadapi
berbagai kendala dan bahkan terjadi, misalnya mengenai permasalahan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Di satu sisi, PKWT dapat dibuat berdasarkan jangka waktu yang
berarti tidak mempersoalkan apakah pekerjaan itu bersifat tetap atau tidak. Di
sisi yang lain, ada pasal lain dalam undang-undang ini yang melarang PKWT
untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Bahkan, jika ketentuan terakhir ini
dilanggar, maka PKWT tersebut akan berubah secara otomatis menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Ketidakpastian hukum
dalam masalah ini menjadi persoalan yang sering muncul ke permukaan,

karena pihak pengusaha cenderung untuk mempekerjakan pekerjanya dengan

! Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50.



PKWT, sedangkan pekerja lebih memilih PKWTT, karena lebih menjamin

job security.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang
memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja tetap untuk kemudian direkrut
kembali dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak). Dalam situasi

demikian, pekerja tidak ada pilihan lilin kecuali menerima tawaran itu.”

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, outsourcing pekerja menjadi menjamur. Hal ini disebabkan
pengusaha dalam rangka efisiensi merasa aman jika buruh yang dioutsource
adalah buruhnya perusahaan jasa pekerja. Sehingga yang bertanggung jawab
terhadap buruh outsource tadi adalah perusahaan jasa pekerja. Perusahaan-
perusahaan ini merasa diback up oleh pasal 6 ayat 2 a yang menyatakan
bahwa antara perusahaan jasa pekerja harus ada hubungan kerja dengan buruh

yang ditempatkan pada perusahaan pengguna.

Di lain pihak, pihak buruh yang dioutsource juga merasa diback up
oleh pasal 1 butir 15 yang menyatakan bahwa hubungan kerjanya bukan
dengan perusahaan jasa pekerja melainkan dengan perusahaan pengguna. Hal
ini disebabkan unsur adanya upah, pekerjaan, dan perintah hanya ada dalam
hubungannya dengan perusahaan pengguna bukan dengan perusahaan jasa
pekerja. Kedua pasal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi

pengusaha dan buruh apalagi outsourcing pekerja pada saat ini lagi ngetren.

* Aloysius Uwiyono, http://hubungankerja/problem-perjanjian-kerja.htm, diakses pada 1
Januari 2009.



Banyak perusahaan memutuskan hubungan kerjanya dengan buruhnya
untuk selanjutnya direkrut kembali melalui perusahaan jasa pekerja
(outsourcing pekerja). Hal ini berarti bahwa melalui Pasal 6 ayat (2) poin a,
pemerintah melegalkan bukan sekedar perbudakan modern, melainkan juga

termasuk human-trafficking.

Dalam pandangan Islam manusia tidak luput dari tuntunan dan ajaran
Islam mengenai pola interaksi yang harus dibangun antara manusia satu
dengan yang lainnya. Kehidupan manusia tidak mungkin bisa lepas dari
bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Islam berpandangan, bahwa
manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan untuk
bermu’amalah yang merupakan fitrah dan instink sosial. Di antara

pembawaan dan insting sosial itu adalah ingin memiliki harta kekayaan.

Sehubungan dengan kepentingan manusia terhadap harta, maka Islam
mewajibkan manusia untuk berikhtiar mencari dan mendapatkannya. Namun
demikian, Islam juga memberi batasan agar harta tersebut diperoleh dengan
cara yang halal, tidak dengan cara yang batil. Jangan sampai kecintaan

terhadap harta menjadikan lupa kepada Allah Swit.

Dalam hubungan masyarakat, manusia dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin banyak ragamnya, baik
jumlah maupun jenisnya, salah satu yang dilakukan adalah melalui bekerja

kepada orang lain untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dengan demikian,



suatu perjanjian kerja merupakan sebuah keniscayaan yang mesti ada agar

terjadi adanya keadilan dan tidak saling merugikan.

Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar didunia, sudah
sepantasnya kaum muslimin Indonesia mengetahui bagaimana ajaran-ajaran
Islam terkhusus yang meliputi perjanjian kerja dalam pandangan Islam. Oleh
karena itu, hal ini menjadi perhatian penyusun untuk meneliti kedudukan
outsourching ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

B. Pokok Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, pokok pembahasan skripsi

ini yaitu:

1. Bagaimanakah outsourcing ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaannya jika ditinjau dari kedua

perspektif tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui gambaran secara komprehensif dan sistematis
mengenai outsourcing ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.



b. Untuk mengetahui gambaran mengenai persamaan dan perbedaan
mengenai outsourcing ditinjau dari perspektif UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan
masalah yang melingkupi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam hal perjanjian kerja dengan
studi normatif melalui pandngan hukum Islam

b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya
bagi perkembangan keilmuaan yang berkaitan langsung dengan hukum
Islam.

c. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam khazanah intelektual terkhusus
terhadap kajian perburuhan atau ketenagakerjaan yang meliputi dalam

hal perjanjian kerja.

D. Telaah Pustaka
Menurut penelitian dan penelusuran penyusun terhadap karya-karya
ilmiah yang ada, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun,
terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perjanjian kerja di

antaranya adalah:

Sedangkan literatur yang berupa penelitian anatara lain skripsi yang
mengkaji masalah perjanjian kemitraan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dalam Pengelolaan Taksi di Armada



Taksi Yogyakarta”,® disusun oleh Imam Ghazali. Dalam skripsinya ini
dipaparkan, bahwa perjanjian kemitraan di Armada Taksi Yogyakarta pada
hakekatnya adalah perjanjian sewa beli (huurkoop), yaitu suatu perjanjian
campuran antara jual beli dan sewa menyewa, yaitu suatu benda dijual
dengan harga tidak langsung melainkan dengan angsuran. kemudian dalam
pembahasannya, difokuskan mengenai resiko pada perjanjian kemitraan dan
denda yang dikenakan oleh perusahaan kepada pengelola pada keterlambatan

setor dalam perjanjian kemitraan di Armada Taksi Yogyakarta.

Kemudian skripsi yang mengkaji masalah perjanjian kerjasama
promosi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama Promosi
Pada Gardena Pasar Raya dan Swalayan”,' disusun oleh Chairul Fida’i.
Dalam skripsinya dipaparkan, bahwa akad perjanjian kerjasama promosi
tersebut merupakan suatu bentuk akad ija>rah (sewa menyewa) dan tertuang
dalam suatu perjanjian yang tertulis. Penyusun tersebut melihat, bahwa dalam
kerjasama tersebut terdapat kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya
akad perjanjian yang dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya, terjadi

ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak.

Skripsi Khusnan Iskandar yang berjudul “Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003

’ Imam Ghazali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan

dalam Pengelolaan Taksi di Armada Taksi Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (1999).

* Chairul Fida’i, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Promosi pada Gardena Pasar Raya dan Swalayan”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2002).



tentang Ketenagakerjaan).” Dalam skripsi ini fokus penelitiannnya mengkaji
studi perbandingan tentang salah satu bentuk hubungan kerja antara aturan-
aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahunm 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Hukum
Islam (figh muamalah) terkhusus bahasan ija>rah. Diantara kesimpulan dari
penelitiaannya yaitu dilharuskannya adanya kecakapan hukum diantara pihak-
pihak yang bertransaksi baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbeda dengan penelitian

yang penyusun lakukan yaitu diseputar perjanjian dalam bidang outsourcing.

Adapun mengenai kajian di seputar UU No. 13 Tahun 2003 tantang
Ketenagakerjaan, penyusun mendapatkan berbagai macam pustaka berupa
jurnal, artikel dari berbagai situs, blogspot dan lain sebagainya. Misalnya
tulisan Aloysius Uwiyono yang menelaah mengenai revisi UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan® Penulis berkesimpulan bahwa undang-undang
tersebut menyisakan berbagai macam probem dan inkonsistensi antara pasal
yang satu dengan yang lainnya, khususnya yang mencakup perjanjian kerja

waktu tertentu (kontrak).

* Khusnan Iskandar, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam
dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, Skripsi Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

% Aloysius uwiyono, http://Hubungan Kerja/Problem perjanjian Kerja.htm, diakses pada
tanggal 1 Januari 2009.



Buku dengan judul Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
karya Abdul Khakim.” Dalam buku tersebut dibahas mengenai lingkungan
pekerja, diantaranya tentang penempatan pekerja baik di dalam negeri
maupun luar negeri. Kemudian hubungan kerja dalam perjanjian kerja antara
pengusaha dengan buruh, antara pengusaha dengan outsorsing serta

perlindungan hukum bagi pekerja dan perselisihan pekerja dan pengusaha.

Buku karya Abdul Jalil dengan judul Teologi Buruh.® Buku ini
membahas masalah problematika perburuhan, khususnya. Dengan membaca
paradigma sistem yang menggerakkan perburuhan di Indonesia. Selanjutnya
berusaha menawarkan konsep perburuhan baru yang lebih humanis dengan

berlandaskan nilai-nilai agama Islam.

Dalam buku hukum Islam, penyusun mendapatkan beberapa referensi
yang relevan dengan pembahasan masalah ini, di antaranya adalah buku karya
T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Figh Mu’amalah’ Buku ini
merupakan buku pegangan mahasiswa fakultas Syari’ah maupun fakultas-
fakultas lainnya yang terdapat mata kuliah Figh Mu amalah. Buku ini
merupakan sebuah pengantar permasalahan kajian diseputar ekonomi Islam.

Didalamnya terdapat pembahasan perihal akad atau perjanjian dalam Islam.

7 Abdul Khkaim, Pengantar Hukum Ketenaakerjaan Indonesia; Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, cet. ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007).

¥ Abdul Jalil, Teologi Buruh, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2008).

’ T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy, Pengantar Figh Mu’amalah, cet. 1, (Semarang: PT. Pustaka
Rizki Putra, 1997).



Kemudian Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu amalat.”
Tidak jauh berbeda dengan buku T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, pembahasan

buku ini diseputar bahasan yang mencakup kajian ekonomi Islam.

Setelah melihat beberapa telaah pustaka di atas, penyusun belum
menemukan penelitian mengenai outsorsing dalam perjanjian kerja antara
buruh dan pengusaha dalam perspektif UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Oleh karena itu, dengan analisis
komparatif, penyusun melakukan studi perbandingan mengenai outsorsing
dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Outsourcing merupakan salah satu bentuk perjanjian yang baru, yang
memerlukan ijtihad hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang
timbul di dalamnya. Outsourcing ini dalam hukum Islam dapat dianalogikan
sebagai ija>rah (s_,aY)) atau sewa menyewa. [ja>rah adalah suatu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.'' Manfaat tersebut bisa
dari suatu benda, binatang dan tenaga manusia. /ja>rah sebagaimana jual
beli, terdiri dari beberapa macam. [ja>rah dalam pelaksanaannya mencakup

dua jenis obyek akad, yaitu:

"9 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesia Press, 2000).
" Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (ttp: Rineka Cipta, t.t.), hlm. 55.



1. lja>rah al-a’ya>n, yaitu perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk benda
atau binatang, dan orang yang menyewakan mendapat imbalan dari
penyewa. Sebagai contoh sewa menyewa mobil dan sewa menyewa
rumah.

2. lja>rah al-a’ma>I, yaitu perikatan tentang pekerjaan atau perburuhan dan
pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa outsourcing adalah
termasuk dalam kategori akad ija>rah yakni sewa menyewa tenaga manusia

untuk suatu karya, hal ini dapat dikembalikan dalam al-Qur’an:
o) s sl cpalin e sua ol o salin cully Laalaa) clls

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kriteria pekerja yang baik salah

satunya adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

atile Lo alals 13) oSile Fla D 2SaY ) ) grada jind o Q33 )1 ol
s paally
Ayat di atas menjelaskan apabila seseorang menyusukan anaknya

pada orang lain maka diharuskan padanya untuk membayar upah.

o psal o sile oSl a8

12 Al-Qashash (28): 26.
13 Al-Baqarah (2): 233.

14 At-Thalaq (65): 6.



Ayat di atas menjelaskan kewajiban seorang suami yang telah
menceraikan istrinya, sementara istrinya masih menyusui anaknya, padanya

kewajiban memberikan upah (imbalan).

Landasan ija>rah dari hadis:

vada alaall ey alu g ade JLoa il g ) anial

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah berbekam

kepada seseorang dan beliau memberi upah tukang bekam itu.

Bidang mu’amalah merupakan bidang yang sangat luas ruang
lingkupnya, sechingga dalil al-Qur’an dan al-Hadis tidak mungkin
menyebutkan secara terperinci, untuk itu dalam memecahkan persoalan-
persoalan mu’amalah diperlukan ijtihad dalam bidang mu’amalah. Adapun
secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman
dalam melaksanakan aktivitas mu’amalah, menurut Ahmad Azhar Basyir,

adalah sebagai berikut:'®

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh al- Qur’an dan Sunnah rasul.
2. Mu’amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur

paksaan.

5 Abu> Dawu>d Sulaima>n as-Sajastani, Suna>n Abi> Dawu>d, (Semarang: Toha Putra,
t.t), [I: 266. hadis no. 3423, “Kita>b al-Ija>rah”, “Bab Fi Kas}b al-Hija>m”, hadis dari
Musaddad dari Yazid Ibn Zura’ dari Khalid dari Ikrimah dari Ibn Abbas.

1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat, hlm 15-16.



3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.

4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan
dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan
dalam kesempitan.

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam
memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad
mu’amalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang
diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan

dan nilai agama. Rasulullah bersabda:
Vel ja Ualgl Y3l aTa e yi YY) aghas i e () salusall

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan
masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan ( ‘urf’), mempunyai kekuatan hukum
yang sama apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus
berlaku dalam suatu akad. Artinya, bahwa adat (‘urf’) tersebut mempunyai
daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam akad. Kaidah figh

menyebutkan:

MLL)JJ:}JMLSL&)QLJ})M“

" Ima>m at- Tirmizi, Suna>n at-Tirmizi, (Beirut: Da>r al Fikr, 1978 ), II : 403, Hadis
nomor 1363, Kita>b al-Ah}ka>m, Bab Fi as}-S}ulh Baina an-Na>s}. Hadis Hasan Sahih riwayat
Tirmizi dari Kasir bin ‘Auf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya.

" Asjmuni ‘Abd al-Rahman, Qaidah-Qaidah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
him.125.



Syariat Islam mengakui ‘urf sebagai dasar hukum dalam menetapkan

ketentuan dalam pelaksanaan mu’amalah. Kaidah figh menyebutkan:
" AaSaa palall

"ol GpadllS G jally (el
Tetapi terhadap berlakunya ‘urf ini Masjfuk Zuhdi menegaskan

persyaratan sebagai berikut: *'

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini
menunjukkan bahwa ‘urf tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat.

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata
sudah mendarah daging dalam masyarakat.

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur’an maupun as-
Sunnah.

4. Tidak mendatangkan kemadaratan serta sejalan dengan akal sehat.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak
yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan
kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan ataupun unsur penipuan,
berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad mu’amalah.

Berdasarkan firman Allah:

" Ibid,, him. 88.
* Ibid., hlm. 62.
' Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam, cet.2, (Jakarta: Haji masagung, 1990), hlm.124-

125. Lihat juga, ‘Abd al- Wahhab Khallaf, ‘7/m Usul Figh, cet. 8, (Kuwait: Dar al- Qalam, 1978),
hlm.89-91.



Oe okt oSE oY) bl aSiy oSl gal 1 ISEY ) sial Gl Ll
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Kaidah figh menyebutkan:
" LAl sle B Le & Afagig pdlaiall ey il L Jual)

Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad mu’amalah
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan dari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa
segala bentuk mu’amalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

Kaidah figh menyebutkan:
oAl ) culS dale 5 ylall Al jie J 30 dalal)

Membina hukum Islam berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-
benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Akan tetapi,
kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan yang
akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan

oleh syari'at.

* An- Nisa’ (4) : 29.
» Asjmuni ‘Abd al- Rahman, Qaidah- Qaidah Figh, him. 44.

* As-Suyuti, al-Asyba>h wa an-Nad}ja>ir (Beirut: Da>r al- Fikr, 1415 H./1995), hlm. 63.



Prinsip keempat menegaskan, bahwa dalam melaksanakan hubungan
mu’amalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa
mengandung unsur penindasan. Maksud keadilan di sini, adalah memberikan
sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang

diberikan dan imbalan yang diterima.” Sebagaimana firman Allah:

" s Jaadls Ll i 3
Demikian pula menurut Juhaya S. Praja, asas-asas yang harus

dipenuhi dalam mu’amalah adalah: ¥’

1. Asas taba>’dulu>l mana>’fi, berarti bahwa segala bentuk kegiatan
mu’amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi
pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas pemerataan, yaitu penerapan prinsip keadilan dalam mu’amalah yang
menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang, tetapi harus
terdistribusikan secara merata di antara masyarakat.

3. Asas ‘an taradi>n atau suka sama suka, yaitu segala bentuk muamalah
tidak ada unsur paksaan.

4. Asas ‘adamul glura>r, yaitu segala bentuk muamalah tidak ada tipu daya

atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

» Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman, cet. 2 (Bandung: Mizan,
1994), hlm.191.

6An- Nah}1 (16) : 90.
%7 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Yayasan Piara, 1993). hlm.173-175.



5. Asas al-bi>rr wa at-tagwa, memiliki maksud bahwa muamalah yang
bertentangan dengan kebajikan dan ketagqwaan tidak dibenarkan oleh
syara’.

6. Asas musya>rakah, yakni setiap bentuk mu’amalah merupakan kerjasama
antar pihak yang saling menguntungkan. Para pihak yang mengadakan
perjanjian wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati

bersama, sesuai firman Allah:

2 gl | g ol | gial ) Ll

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis
penelitian pustaka (library research),” yaitu penelitian yang menggunakan
literatur seperti undang-undang, kitab, buku dan lainnya sebagai sumber

datanya.™

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian adalah komparatif, deskriptif analitis, yakni

menjelaskan tentang kedudukan outsourcing ditinjau melalui perspektif

% Al- Maidah (5) : 1.
¥ Hadi Sutrisno, Metodologi Reasearch (Yogyakarta: Andi Offfset, 1990), hlm. 9.

% Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatran Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hlm. 8



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan

hukum Islam.

. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini
secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan
sekunder. Bahan pustaka yang menjadi rujukan primer dalam penelitian ini
adalah draft Undng-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan berbagai kitab figh khususnya yang mencakup

bahasan tentang perjanjian kerja.

Adapun yang menjadi rujukan sekunder diambil dari berbagai
literatur semiasal buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang terdapat
fokus kajiannya diseputar permasalahan perjanjian kerja dan juga bahan

pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti
yaitu kedudukan outsourcing ditinjau melalui perspektif Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam.



5. Analisa Data.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis
secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif’' Yang
dimaksud dengan penalaran deduktif di sini adalah hukum-hukum yang
sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan

landasan dan kaidah umum untuk meninjau kedudukan outsourcing.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan dimulai dengan Pendahuluan yang terdiri
dari latar belakang masalah yang menguraikan beberapa permasalahan dan
pertimbangan ~ mengapa  penelitian ini dilakukan, kemudian
mengidentifikasikan permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut
dengan mengemukakan pokok masalah. Sebagai bahan referensi dan acuan
untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, penyusun akan menelusuri karya-
karya yang membahas tentang tema yang relevan dengan permasalahan.
Selanjutnya dikemukakan acuan kerangka teoritik sebagai landasan untuk
menganalisa permasalahan yang ada. Agar penelitian lebih sistematis dan
terarah, maka perlu dikemukakan tentang metode penelitian yang akan
diterapkan dalam penelitian ini kemudian diakhiri dengan sistematika
pembahasan. Uraian pendahuluan ini dimaksud untuk menjawab pertanyaan

apa, mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

*' Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersift umum ke hal-hal yang
bersifat khusus. Lihat Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
hlm. 42-43.



Pada bagian kedua, pembahasan di bawah judul Konsep outsourcing
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
berupaya memberikan gambaran umum mengenai outsourcing yang berlaku
dalam hokum positif di Indonesia. Uraian ini dimaksudkan untuk

memberikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

Bab ketiga berisikan gambaran umum sistem perjanjian kerja dan
outsorcing yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam bab ini diharapkan
mendapat uraian lengkap mengenai system perajanjian kerja dalam hukum
Islam terkhusus dalam bidang outsourcing, mengingat outsourcing sebagai
bagian diantara berbagai bentuk perjanjian kerja merupakan bentuk perjanjian

yang bersifat baru dan kontemporer.

Bab keempat berisikan analisis tentang sistem perjanjian kerja
terkhusus dalam hal outsorcing yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melalui tinjauan hukum Islam.
Dalam bab ini diharapkan seluruh permasalahan terselesaikan dan terjawab

secara sistematis dan teoritis.

Skripsi ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan
saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk
mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa

diberikan untuk penelitian selanjutnya.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian

ini adalah:

1. Perjanjian kerja dalam outsourcing menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan ajaran-ajaran
yang terdapat dalam hukum Islam. Akan tetapi, perjanjian kerja dalam
hukum Islam tidak hanya mengatur antara pemberi upah dan pekerja/buruh
saja, akan tetapi lebih dari itu haruslah sesuai dengan ketentuan syar’i.
Bekerja dalam pandangan Islam bisa mengarah kepada suatu perbuatan
baik yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala (amal shalih),
dengan kata lain bekerja dalam Islam bisa menjadi suatu Ibadah. Akan
tetapi bisa juga mengarah kepada hal yang bisa menjadi perbuatan dosa
(maksiat). Seperti mendapatkan barang riba yang memang hukumnya
haram mutlak dalam Islam.

2. Terdapat beberapa unsur yang perlu digaris bawahi mengenai ketentuan
perjanjian kerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat

dalam hukum Islam, di antaranya adalah:



a. Kecakapan hukum seseorang dalam melakukan perjanjian menurut
hukum Islam salah satu kriterianya yaitu harus telah berakal baligh.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan salah satu 7sglarat dilaksanakannya perjanjian kerja
tersebut tidak diatur.

b. Perjanjian kerja dalam hukum Islam lebih menekan pada etika prilaku
ekonomi sedangkan perjanjian kerja dalam Undng-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih menekankan pada

foramalitas teknis.

B. Saran-Saran
Ketenagakerjaan  ataupun perburuhan merupakan peristiwa
muamalah yang telah mendominasi kehidupan dalam masyarakat, dan
merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dalam aktifitas kehidupan. Oleh
karena itu, terkhusus di Indonesia sebagai sebuah Negara yang sedang
bergerak menuju ke arah masyarakat industri, problematika relasi pemberi
upah (majikan) dan pekerja/buruh merupakan suatu keniscayaan yang harus

disikapi secara arif dan adil.

Mengenai sistem perjanjian kerja sudah selayaknya tidak hanya
menekankan kepada formalitas teknis saja. Akan teapi juga harus diatur
sedemikian rupa mengenai etika prilaku ekonominya. Karena pada dasarnya
perjanjian kerja menagatur hubungan antar manusia yaitu makhluk yang

memilki martabat dan budi pekerti. Oleh karena itu, penelitian-penelitian



dibidang ketengaakerjaan terkhusus kajian sistem perjanjian kerja sangat layak

untuk diakaji dan diteliti.
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